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Ilustrasi dari http://kompastimur.com 

 Pemda Provinsi Jawa Barat menerima opini Wajar Tanpa   Pengecualian (WTP) untuk yang 

kesebelas kalinya secara beruntun atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 

Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Capaian ini diumumkan pada Rapat Paripurna 

DPRD Provinsi Jabar dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar TA. 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi 

Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 24 Mei 2022. 

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum selaku Plh Gubernur Jawa Barat mengungkapkan meski 

telah mendapatkan opini WTP, pihaknya akan tetap ngabret dalam menyelesaikan rekomendasi 

yang diajukan oleh BPK. Menurutnya, masalah tuntutan ganti rugi (TGR) dan rekomendasi BPK 

untuk Jabar terdiri dari TGR lama dan TGR baru. 

“Alhamdulillah kita dapat WTP untuk yang kesebelas kali, dari tahun 2010 kita sudah WTP, 

berturut-turut,” ujar Pak Uu –sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum. “Adapun masalah TGR atau 

rekomendasi yang belum terselesaikan, memang ini bukan TGR yang baru, tapi TGR yang sudah 

lama. Ini pun sedang kami selesaikan, apalagi sekarang kita ini ngabret dalam menyelesaikan 

TGR,” katanya. 

Pak Uu menuturkan, Pemda Provinsi Jabar berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi BPK 

sesuai dengan tenggat yang ditentukan. Ia juga berharap tindak lanjut dari rekomendasi BPK dapat 

diselesaikan mencapai target, yakni 85 persen. “Kami tidak akan mengabaikan apa yang menjadi 

temuan BPK, dan akan dilaksanakan (ditindaklanjuti) sesuai dengan target yang sudah 

ditentukan,” pungkas Pak Uu. “Insyaallah tahun depan sesuai dengan harapan dari BPK, minimal 

85 persen TGR sudah selesai,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar Arif Agus mengemukakan bahwa pada LHP 

LKPD Jabar ini ada beberapa temuan, baik temuan baru maupun temuan yang berulang. Untuk 
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itu, ia meminta agar Pemda Provinsi Jabar dapat memperbaiki dan menindaklanjuti apa yang 

menjadi rekomendasi BPK. Arif juga mengatakan, data BPK Perwakilan Jabar menyebutkan 

bahwa tindak lanjut rekomendasi oleh Pemda Provinsi Jabar masih ada di kisaran angka 62 persen, 

sehingga perlu ditingkatkan lagi mengingat target BPK adalah 85 persen. 

“Ada temuan-temuan yang berulang, yang setiap tahun hampir selalu ada, jadi kami juga 

menekankan pada Pemda Prov agar hal itu ditekan, diminimalkan, termasuk dampak-dampaknya. 

Ada pula temuan baru. Itu kami minta kepada Pemda Prov untuk bisa dilakukan langkah-langkah 

perbaikan,” papar Arif. “Tindak lanjutnya juga kalau kami nilai masih di bawah 70 persen, masih 

perlu ditingkatkan lagi. Target kami sih minimal 85 persen bisa tercapai,” tuturnya. 

Beberapa permasalahan signifikan yang menjadi catatan BPK untuk Pemda Provinsi Jabar antara 

lain pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum memadai, kelebihan 

pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN nonaktif, kekurangan volume 

pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, keterlambatan enam pekerjaan belanja modal, 

serta penatausahaan aset yang belum memadai.*** 

Sumber Berita: 

Pikiran Rakyat, Pemda Provinsi Jawa Barat Raih Opini WTP dari BPK RI, Selasa, 24 Mei 2022; 

 

Catatan: 

1. Dasar Hukum  

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara selanjutnya disebut UU No 15 Tahun 2004. 

2. Pengertian (Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004) 

a. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

b. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan 

negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 

c. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan 

pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 
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d. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

e. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

3. Lingkup Pemeriksaan (Pasal 2 s.d. Pasal 5  UU No 15 Tahun 2004)  

a. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara 

dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan 

atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  

b. Pemeriksaan BPK terdiri atas:  

1) pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. 

2) pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri 

atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. 

3) pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam 

pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 

meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan 

investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. 

c. Pemeriksaan BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK 

setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. 

4. Pelaksanaan Pemeriksaan (Pasal 6 UU No 15 Tahun 2004) 

a. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan 

waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan 

dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.  

b. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 

BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Untuk 

keperluan tersebut, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada 

BPK. Selain itu dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK juga dapat menggunakan 

pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. 

c. Dalam pelaksanaan tugas  pemeriksaan, pemeriksa dapat:  

1) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan 

dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 

2) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis 

barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek 
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pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas 

pemeriksaannya;  

3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan 

keuangan negara;  

4) meminta keterangan kepada seseorang;  

5) memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. 

d. Dalam rangka meminta keterangan, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.  

e. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian 

dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.  

f. Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya 

indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. 

g. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut 

kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

5. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (Pasal 15 UU No 15 Tahun 2004) 

a. Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.  

Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. 

b. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini 

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan 

yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria  

1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,  

2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan  

4) efektivitas sistem pengendalian intern. 

5) Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni 

1) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), 

2) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),  

3) opini tidak wajar (adversed opinion), dan  

4) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). 

c. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.  

Sedangkan Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.  

d. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan 

rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. 
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e. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK 

kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan 

keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) 

bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan pula kepada 

Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  

f. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, 

dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali laporan hasil pemeriksaan yang  memuat rahasia 

negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

g. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat 

wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas 

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud 

disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterima.  

h. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak 

melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK 

dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 

di bidang kepegawaian. 

i. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan 

pembahasan sesuai dengan kewenangannya. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK 

dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk 

melakukan pemeriksaan lanjutan. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk 

melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

6. Pengenaan Ganti Kerugian Negara (Pasal 22 UU No 15 Tahun 2004) 

a. BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara 

atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang 

dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.  

b. Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 

(empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut diatas. Apabila 

bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan 

surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara 

bersangkutan.  

c. Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh 

BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Tata cara penyelesaian ganti kerugian 

dimaksud berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang 
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seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara 

Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri. 

d. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan 

badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian 

negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui 

terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.  

e. BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai 

negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/ 

pemerintah daerah. 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi 

umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi. 


